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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Peran Pemerintah Daerah dalam 

mendukung prestasi olaraga beladiri Shorinjikempo di Kabupaten Flores Timur 

belum berjalan dengan baik. Pemerintah di kabupaten flores timur belum 

menjalankan perannya sebagai fasilitator dan dinamisator dengan baik.  

Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam Fasilitator terdapat beberapa indikator, yakni : Peningkatan 

Keterampilan, Pendanaan pertandingan, dan bantuan perlengkapam dan fasilitas 

olaraga yang harus di perhatikan oleh Pemerintah. Tetapi dari hasil penelitian 

ketiga indikator ini belum dilaksanakan dengan baik. Peningkatan keterampilan 

para atlit, tidak peranh diperhatikan langsung oleh pemerintah, karena pemerintah 

mereasa peningkatan keterampilan tersebut hanya di perhatikan oleh cabang 

olaraga. Berkaitan dengan pendanaan selalu menjadi kendala utama bagi para atlit 

yang akan berangkat untuk bertanding, karena setiap akan diberangkatkan jumlah 

atlit selalu dipangkas sehingga hal tersebut menyebabkan banyak atlit yang tidak 

sempat untuk mengikuti pertandingan. Tidak hanya itu, untuk bantuan dan 

perlengkapan fasilitas akan diperhatikan jika memasukan proposal terlebih 

dahulu. Dan jika dananya cukup maka fasilitasnya diadakan, jika tidak maka tidak 

diadakan fasilitas tersebut. sehingga Ketiga indikator tersebut, selalu menjadi 

kendala dalam peningkatan prestasi altlet beladiri Shorinjikempo di Kabupaten 
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Flores Timur. 

2. Dalam dinamisator terdapat tiga indikator, yakni : sebagai penggerak dalam 

pelaksanaan kegiatan keolahragaan, kerja sama, bimbingan dan pengarahan yang 

harus diperhatikan oleh pemerintah di Kabupaten Flores Timur. Namun, ketiga 

indikator ini tidak di perhatikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penggerak 

belum menjalankan perannya dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya 

perhatian yang diberikan oleh pemerintah sendiri terhadap para atlit. Dimana 

pemrintah tidak p pernah datang dan mengunjungi tempat latihan untuk memantau 

ataupun mengawasi secara langsung. Terkait dengan kerja sama, dimana 

pemerintah hanya memberikan sejumlah anggaran, tetapi tidak pernah turun 

secara langsung ke lapangan. Begitu pula dengan aspek bimbingan dan 

pengarahan semuanya diserahkan kepada coni untuk menangani hal ini.  

Hal-hal seperti ini selalu menjadi kendala atau penghambat bagi para atlit beladiri 

shorinjikempo untuk meningkatkan prestasi mereka.  

6.2. Saran 

 Saran yang dapat saya berikan dalam penulisan hasil penelitian ini tentang 

peran Pemerintah daerah dalam mendukung prestasi olahraga beladiri 

Shorinjikempo di Kabupaten Flores Timur harus lebih diperhatikan lebih dalam 

lagi mengenai paran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator terkhususnya 

dalam hal olahraga. Hal tersebut dikarenakan peran pemerintah daerah dalam 

mendukung prestasi olahraga beladiri Shorinjikempo di Kabupaten Flores Timur 

ini masih sangat kurang untuk diperhatikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten 
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Flores Timur. hal tersebut perlu diperhatikan Karena dengan meningkatkan 

perhatian dan mendukung olahraga yang ada di Kabupaten Flores Timur akan 

membawa dampak yang positif terhadap anak muda yag ada di Kabupaten Flores 

Timur dalam hal prestasi olahraga. 
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